
terakhir ...

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaterr/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c,
ayat (3), ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal
45, Pasal 46, Pasal 102 ayat (1), Pasal 149 ayat (2), Pasal 158,
Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal
164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170,
Pasal 171, Pasal 174 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 175, Pasal
176 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 177, Pasal 179, Pasal
180, Pasal 181, Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014;

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANKOMISI PEMILIHANUMUM
NOMOR 26 TAHUN2014

TENTANG
PEMBENTUKANDANTATAKERJA PANITIAPEMILIHANLUARNEGERI DAN

KELOMPOKPENYELENGGARAPEMUNGUTANSUARALUARNEGERI
DALAMPENYELENGGARAANPEMILIHANUMUM PRESIDEN

DANWAKILPRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMIUHAN UMUM



Pemilu ...

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah
saran a pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
JUJur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya
disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PEMBENTUKANDANTATAKERJA PANITIAPEMILIHAN LUAR
NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHANUMUM PRESIDEN DANWAKILPRESIDEN TAHUN
2014.

TENTANGUMUMPEMILIHANKOMISIMenetapkan: PERATURAN

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008;

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;
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g. keterbukaan ...

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

Pasal2

Dalam pelaksanaannya tugasnya, PPLN dan KPPSLN
berpedoman pada asas-asas:

a. mandiri;

5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat
PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri,
selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

7. Pengawas Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat
Panwas LN, adalah petugas yang dibentuk oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

8. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya
disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang
berdomisili di wilayah Republik Indonesia di luar negeri.

10. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau
sudah Zpernah kawin.

11. Dropbox adalah pelayanan pemungutan suara bagi
Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dengan cara
mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja
danl atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

12. Hari adalah Hari Kalender.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
memenuhi persyaratan.

4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan
Pemilu.
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c. surat ...

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 meliputi:

a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)yang masih berlaku;

b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

Pasal4

g. mampu secara jasmani dan rohani;

h. berpendidikan paling rendah SLTAatau sederajat;

1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 3

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah
sebagai beriku t:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan
dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangku tan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLNdan KPPSLN;

BAB II
PERSYARATANANGGOTAPPLNDANKPPSLN

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

1. profesionalitas;

J. akuntabilitas;

k. efisiensi; dan

1. efektivitas.
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(4) PPLN ...

Pasal 7

(1) PPLN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari
dan tanggal pemungutan suara.

(2) PPLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putara kedua, maka tugas PPLN diperpanjang
sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari
dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putara kedua.

(2) KPPSLNberkedudukan di TPSLN.

Pasal6

(1) PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

Pasal5

(1) Untuk melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di luar negeri dibentuk PPLN di setiap
Perwakilan Republik Indonesia.

(2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
KPU.

(3) PPLNmembentuk KPPSLN.

BAB III
PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN

c. surat pernyataan bermeterai cukup menyatakan yang
bersangkutan:

1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2) tidak menjadi anggota partai politik sekurang
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

yang ditandatangani, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Llampiran Peraturan ini;

d. Surat Keterangan Kesehatan dari klinik kesehatan atau
rumah sakit setempat.
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daftar ...

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLNadalah:

a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data
pemilih, daftar pemilih semen tara, daftar pemilih hasil
perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. membentuk KPPSLN;

c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan
perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari
masyarakat Indonesia di luar negen, mengumumkan

Pasal 10

BABrv
TUGAS,WEWENANG,DANKEWAJIBAN

Pasal9

Apabila dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD di luar negeri, PPLN dan KPPSLN terbukti
melakukan pelanggaran administrasi Pemilu atau
diberhentikan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat
kembali dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Pasal8

(1) KPPSLN dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) KPPSLN dibubarkan paling lambat 15 (lima belas) hari
setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putara kedua, maka tugas KPPSLNdiperpanjang
sampai dengan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua.

(4) KPPSLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri
dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk
menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.

(4) PPLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri
dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk
menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.
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g. membuat ...

Pasal 11

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN adalah:

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan
Calon yang hadir dan Panwas LN;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
TPSLN;

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Panwas LN, dan
masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;

f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;

daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar
pemilih tetap;

d. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Indonesia
kepada KPU;

e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
ditetapkan oleh KPU;

f. melakukan penghitungan suara hasil pemungutan suara
melalui pos dan dropbox;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh TPSLN, pemungutan suara melalui pos dan
dropbox dalam wilayah kerjanya;

h. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh
TPSLN, hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox
di wilayah kerjanya;

1. menyerahkan berita acara dan sertifikat dan berita acara
hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara kepada KPU;

J. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
darr/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;

m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang
undangan;dan

n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang
diberikan oleh undang-undang.
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Pasal 14 ...

Pasal 13

(1) Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (4) terdiri atas 2 (dua) orang yang dipilih dari
Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri.

(2) Staf Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas:

a. mengelola urusan teknis penyelenggaraan Pemilu;
dan

b. mengelola urusan tata usaha, keuangan dan logistik
Pemilu;

(3) Staf Sekretariat yang bertugas mengelola urusan teknis
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merangkap sebagai Kepala Sekretariat.

Pasal 12

(1) Keanggotaan PPLN berjumlah 5 (lima) orang berasal dari
wakil masyarakat Indonesia, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang anggota.

(2) Ketua PPLNdipilih dari dan oleh anggota PPLN.

(3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas
usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai
dengan wilayah kerjanya.

(4) PPLNdibantu oleh Sekretariat PPLN.

BABV
KEANGGOTAAN

g. membuat berita acara dan sertifikat pemungutan dan
penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada
saksi Pasangan Calon dan Panwas LN;

h. menyerahkan beria acara dan sertifikat hasil
pemungutan dan penghitungan suara kepada PPLN;

1. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang
undangan;dan

J. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang
diberikan oleh undang-undang.
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j. untuk ...

h. melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara
sementara secara berkala kepada KPU;

1. menandatangani berita acara dan sertifikat
rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama
paling kurang 2 (dua) orang anggota PPLN;

Pasal 16

(1) Tugas ketua PPLN adalah:

a. memimpin kegiatan PPLN;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN;

c. mengawasi kegiatan KPPSLN;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang
dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah
penduduk kepada KPU;

f. menandatangani Surat Suara untuk pemungutan
suara melalui pos dan dropbox; ..

g. menandatangani berita cara dan sertifikat
penghitungan suara melalui pos dan dropbox
bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota
PPLN;

Bagian Pertama
Panitia Pemilihan Luar Negeri

BABVI
TATAKERJA

Pasal 15

Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1), 2 (dua) orang dipilih dari staf Kantor Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri yang bertugas menangani keamanan
dan ketertiban di TPSLN.

Pasal 14

(1) Anggota KPPSLN berjumlah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh)
orang, terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) - 6 (enam) orang anggota.

(2) Ketua KPPSLNdipilih dari dan oleh anggota KPPSLN.

(3) Anggota KPPSLNdiangkat dan diberhentikan oleh PPLN.
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Pasal 20 ...

Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesernpatan yang
sarna untuk rnernberikan pendapat dan saran dalarn rapat.

Pasal 19

Pasal 18

(1) Rapat PPLNdiselenggarakan atas kesepakatan anggota.

(2) Setiap anggota PPLN wajib melaksanakan secara
konsekuen dan bertanggung jawab terhadap sernua hasil
rap at PPLNsebagaimana dirnaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16,
dilaksanakan dalam rap at PPLN.

(2) Rapat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai keperluan atas undangan ketua PPLN.

(3) Bahan/ rnateri rap at sudah disampaikan kepada anggota
1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

(4) Dalarn rapat sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

J. untuk rnernpercepat penghitungan suara,
rnengirirnkan berita acara dan sertifikat pernungutan
dan penghitungan suara, serta berita acara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
rnelalui faksirnile atau surat elektronik, atau pos
elektronik kepada KPU;dan

k. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu
untuk kelancaran penyelenggaraan Pernilu sesuai
dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara
lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2014.

(2) Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat
dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar
kesepakatan antar anggota.

(3) Tugas anggota PPLNadalah:

a. rnernbantu ketua PPLNdalarn melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN
sebagai bahan pertimbangan.

(4) Dalarn rnelaksanakan tugasnya, anggota PPLN
bertanggung jawab kepada PPLNmelalui ketua PPLN.
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a. memlmpm ...

Pasal22

(1) Tugas ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan
pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus
dilaksanakan oleh anggota KPPSLN;

b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara;

c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan
untuk memberikan suara kepada pemilih tetap; dan

d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN.

(2) Tugas ketua KPPSLNdalam pemungutan suara di TPSLN
adalah:

Bagian Kedua
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal21

(1) Tugas Sekretariat PPLNadalah:

a. membantu pelaksanaan tugas PPLN;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPLN;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN;dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN.

(2) Kepala Sekretariat PPLN mempunyai tugas menyiapkan
teknis penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di luar negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat PPLN
bertanggung jawab kepada PPLNmelalui ketua PPLN.

(4) Staf Sekretariat PPLNurusan tata usaha, keuangan, dan
logistik mempunyai tugas menyiapkan urusan tata
usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan
pertanggungjawaban keuangan dan logistik Pemilu.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPLN
bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat PPLN.

Pasal20

(1) Pengarnbilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila dalam rap at PPLNtidak dapat diambil keputusan
secara musyawarah mufakat, ketua PPLN mengambil
keputusan dari suara terbanyak.
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Bab VII ...

c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPSLN
bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN.

Pasal23

(1) Tugas anggota KPPSLNadalah:

a. membantu ketua KPPSLN dalam melaksanakan
tugas;

b. menyiapkan sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPSLN;

a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan
dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwas LN,
pemantau Pemilu dan warga masyarakat; dan

b. menandatangani berita acara dan sertifikat
penghitungan suara di TPSLN bersama-sarna dengan
paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPSLN serta
dapat ditandatangani oleh saksi yang mendapat surat
mandat yang ditandatangani oleh ketua Tim
Karnpanye Pasangan Calon.

(4) Ketua KPPSLNmenyerahkan berita acara, sertifikat hasil
penghitungan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara di
TPSLN kepada PPLN paling larnbat 1 (satu) hari setelah
pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPSLN
bertanggung jawab kepada PPLNmelalui ketua PPLN.

a. memimpin kegiatan KPPSLN;

b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. mengatur para pemilih memasuki TPSLN;

d. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

e. mengambil sumpahjjanji para anggota KPPSLN;

f. membuat berita acara pemungutan suara bersama
sarna paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPSLN;

g. menandatangani Surat Suara untuk pemungutan
suara melalui TPSLN;dan

h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

(3) Tugas ketua KPPSLNdalam rapat penghitungan suara di
TPSLNadalah:

-12-



AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLII( INDONESIA TAHUN 2014 NOM(lR 705
Salman sesuai dcngan aslinya

/,~T~'KR'ETARIAT JENDERAL KPU

:~(~'~_~il ~~~;~alaBiro Hukum
~ <, \' ~ ,\- .' _ ...

) ~/.:'r ')~.~/ .. ._ - J~• \ .... J
\ ~. \ ~" !....."...
\ '___.,-:~.~'.I
, ,~...Sri ~~'i~flalin

'--:-:-:~'"

Diundangkan eli .Jakarta
pacla langgal 3 \.J un i 2014
MENTERI HUhUM DAN HAI<ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ltd

HUSNI KAMIL M/\NII(

Ditetapkan di .Jakarta
pada Langgal 2 J U 11i 201 I

KETUA KOMISI Pl~MILIHAN UMUfVI
Tld

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintnhl.uu
pcngundangan Peraturan Komisi Pernilihan Urnum ini (!ellg:lll
pcncrnpatannya dalarn Berita Negara Rcpublik Indonesia.

Peraruran ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Pasal25

BAB vnr
PENUTUP

bantuanj IasiIitas dari Kantor Perwn kilan Rcpuhlik
Indonesia eli luar negeri.

(2) Bantuan / Iasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat I!)
adalah scbagairnana dimaksud c1alam Pasal 126 (1) ell (!)
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 lenl:ln~~
Penyelenggara Pemilu.

PPLN dan I(PPSiJN
dari APBN 1;:11~

Biaya untuk pclaksanaan tugas
dibebankan pada anggaran KPU

(1)

Pasal 24

BAB VIl
ANGGARAN
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1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPLN/ KPPSLN.

2. Surat Penyataan.

3. Surat Keterangan dari Pengurus Partai Bahwa yang Bersangkutan Tidak
Lagi menjadi Anggota Partai Politik dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun
Terakhir.

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMlLIHAN LUAR
NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR
NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

TAHUN 2014NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA

LAMPlRAN
PERATURAN KOMISI PEMlLIHAN UMUM



Keterangan : *)Coret yang tidak diperlukan.

( )

PENDAFTAR,
Materai
6.000

...................... , .

Bersama In! dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum .

dengan In! mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPLN/KPPSLN
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPLN/ KPPSLN .
Nomor tanggal .

..................................................... / ..... Tahun.Tempat Tgl. Lahir / Usia:

PekeDaan/Jabatan

Alamat

J enis Kelamin

.......................................................................Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT PENDAFTARANSEBAGAI CALON

ANGGOTAPPLN/KPPSLN* ..



( )

Materai
6.000

Yang membuat pernyataan,

...................... , .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPLN/KPPSLN

4. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan
berhitung.

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon Anggota PPLN/KPPSLNNegara ..... setia kepada Pancasila
sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan Cita
Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika di kemudian hari
terbukti sebaliknya, mau bersedia menerima segala konsekuensi hukum;

3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima
segala konsekuensi hukum;

................................................... / ... tahun;Tempat Tgl. Lahir /Usia

Pekerjaan/ Jabatan

Alamat

...................................................................J enis Kelamin

...................................................................Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURATPERNYATAAN



HUSNI KAMIL fVlANH~

ttd

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
KETUA KOMISTPEMIUHAN UMUM,

Keterangan : 'k) Coret yang tidak diperlukan.

..
( )

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Dacrah/Cabang *)

Partai .

...................... , .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya un tuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syaral mcnjadi Anggora
PPLN/ KPPSLN* .

Berdasarkan catatany daftar anggota Partai yang bersangkuran
tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun tcra khir terhitung sejak tanggal bulan ..... tahun ......

.................................................... / tab u n:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tgl. Lahir / Usia:

Peke~aan/Jabatan

Alamat

Par taiDewan Pimpirian Pusat/Wilayah/Daerah/ Cabang*)
................................ menerangkan bahwa :

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUSPARTA! BAHWA YANGBERSANGKUTAN TIDAK LAG!
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLlTIK DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA)

TAHUN TERAKHIR


